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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI, MONITORING DAN EVALUASI PERSEPSI
ANTI-KORUPSI (SPAK) DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

Menimbang

Mengingat
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PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait

pelayanan administrasi persidangan, pelayanan persidangan
dan pelayanan umum lainnya, dipandang perlu untuk
menunjuk tim yang bertugas untuk melaksanakan survei,
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Persepsi Anti-
Korupsi (SPAK) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan Tim Survei,
Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK)
dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/080/SK/VII[/2006 tanggal 24 Agustus 2006,
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan
Peradilan (Buku IV);

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor KMA/096/ 2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang
Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam
Melaksanakan Tugas Pengawasan;
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9. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan;

11.Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2-
144 /SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di
Pengadilan;

12. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI, MONITORING
DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI-KORUPSI (SPAK) DAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu 2 Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 1020 /KPTUN.W7-
TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang
Penunjukan Tim Survei, Monitoring Dan Evaluasi Survei
Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas
Pelayanan (SPKP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua : Menunjuk Pegawai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
sebagai Tim Survei, Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi
Anti-Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
(SPKP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga ; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
tahun berjalan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, 5.H., M.H. \]p\ ﬂ}
NIP. 197808172003121001 (\

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :931/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM SURVEI, MONITORING DAN EVALUASI PERSEPSI
ANTI-KORUPSI (SPAK) DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

JABATAN
NO. NAMA /NIP
KEDINASAN TIM
Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. .
L. | NIP. 107008242005022002 Wakil Ketua |  Pengarah
Panitera
DEBORA S. ANDUWACU, S.H. .
2- | NIP. 198611192006042003 Muda Ketua Tim
Hukum
Klerek - Admin
5 | FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. Analis Aplikasi e
* | NIP. 200109072024051001 Perkara Survei
Peradilan
Klerek - Admin
4 | [ PUTU CHARLES WIARTA YASA, S H. Analis Aplikasi e
* | NIP. 200205162025061001 Perkara Survei
Peradilan

tanda g vara clektronik olch
@x.:..m- adifien Tata Usaha Negara Kpang
Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, 5.H., M.H.

NIP 19780817200 3121001
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